Politik dan Kelangsungan Ekonomi Kota Bau-Bau
1945-1960-an?
Oleh: La Ode Rabani?

Abstrak

Makalah ini mendeskripsikan nuansa dan perubahan politik yang terjadi di
kota Bau-bau sebelum dan sesudah Pemilu 1955 di Kota, Sulawesi Tenggara.
Periode pascakemerdekaan sampai 1960an dipilih dengan maksud agar nuansa
dan berbagai perubahan yang terjadi selama periode itu dapat dideskripsikan
secara jelas. Kelangsungan ekonomi kota Bau-Bau penting dibahas karena kota
Bau-Bau mengalami perubahan status administratif, yakni tidak lagi menjadi
ibukota kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1960an. Sepanjang periode
kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan Indonesia (baca:
Sulawesi Selatan), sejarah kota itu selalu menjadi center of network bagi daerah-
daerah Kendari, Muna, dan wilayah sekitarnya, baik secara administratif,
ekonomi, maupun secara politik.

Perkembangan kota BauBau ketika tidak berhasil memposisikan diri
sebagai center of network dalam arti politik, tidak menjadikan kota ini terbelakang
dalam center of network pada ekonomi. Ramainya pasar di kota itu dan masih
berfungsinya kota BauBau sebagai kota pelabuhan utama yang memiliki
jaringan maritim yang luas mendorong kota ini terus berkembang seperti kota-
kota lainnya di Indonesia. Para pedagang dari beberapa etnis di Makassar
datang berdagang ke Bau-bau pada periode tahun 1950an sampai 1960an.

A. Pengantar

Tulisan ini membahas tentang nuansa dan perubahan politik yang terjadi
di kota Bau-bau sebelum dan sesudah Pemilu 1955 di Kota, Sulawesi Tenggara.
Periode pascakemerdekaan sampai 1960-an dipilih dengan maksud agar nuansa
dan berbagai perubahan yang terjadi selama periode itu dapat dideskripsikan
secara jelas. Kelangsungan ekonomi kota Bau-Bau penting dibahas karena kota
Bau-Bau mengalami perubahan status administratif, yakni tidak lagi menjadi
ibukota kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1960-an. Sepanjang periode
kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan Indonesia (baca:

Sulawesi Selatan), sejarah kota itu selalu menjadi center of network bagi daerah
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daerah Kendari, Muna, dan wilayah sekitarnya, baik secara administratif,

ekonomi, maupun secara politik.

B. Buton Dalam Konteks Geografis dan Sejarah Kota

Kitab Negarakertagama pupuh XIV bait ke-5 yang ditulis oleh Mpu
Prapanca menyebut rama Butun (kerajaan Buton) sebagai salah satu kerajaan
yang termasuk dalam pengawasan kerajaan Majapahit. Wilayah Buton adalah
pulau Buton dan beberapa pulau yang ada di sekitarnya, antara lain pulau Muna,
Kabaena, Wawonii, gugusan kepulauan Tukang Besi (Wanci, Kaledupa, Tomea,
dan Binongko) dan pulau-pulau lainnya di sekitar pulau Buton, yakni Siompu,
Kadatuang, Mangkassar, dan Talaga.®

Peta 1

Posisi Buton dalam Peta Indonesia

Sumber: Muh. Yamin, Atlas Sejarah Dunia.

Posisi wilayah Buton seperti yang terlihat dalam peta Indonesia membawa
konsekuensi pada upaya beberapa kekuatan dan kekuasaan seperti kerajaan
Ternate, Gowa, dan Bone, termasuk Belanda untuk menguasai Buton. Arti
penting posisi wilayah Buton adalah letaknya pada jalur lalulintas perdagangan
ke dan dari kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Hasil alam
Buton, khususnya yang baru ditemukan pada awal abad XX juga ikut menjadi
bagian untuk diperebutkan sebagai sumber ekonomi. Buton terus menjadi

wilayah yang terus diperebutkan antara Belanda dan kerajaan-kerajaan yang

3A. Ligtvoet, Beschrijving en Geschiedish van Boeton, BKI, 26, 1878, him 1.



ada di sekitar Buton seperti Ternate, Gowa, dan Bone. Persaingan itu terus
berlangsung hingga awal abad XX.*

Susanto Zuhdi mengklasifikasikan bahwa Buton termasuk dalam kategori
wilayah kepulauan (perairan).® Istlah Buton yang selama ini dikenal dan
dipahami masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena orang mengenal
Buton sebagai kerajaan atau kesultanan Buton, orang Buton, kota Buton, pulau
Buton, dan nama sebuah kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara.®

Berkaitan dengan itu agar pembahasan ini tidak bias, maka perlu
ditegaskan bahwa pembahasan difokuskan pada politik dan kelangsungan
ekonomi kota Bau-Bau 1945-1960-an,’. Kota Buton sebagai kota awal di pulau
Buton tidak berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda, posisi dan
statusnya digantikan oleh kota Bau-Bau sebagai pusat kota (center of network).
Kota Bau-Bau terletak di sekitar pantai, di mana pusat pemerintahan dan
administrasi pemerintah Hindia Belanda dijalankan.

Bau-Bau berkembang seiring dengan perkembangan dan tuntutan pasar
yang menghendaki adanya mobilitas tinggi. Perluasan infrastruktur kota pada
tahun 1900-an sampai akhir masa pemerintahan Hindia Belanda di Buton ke
daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber ekonomi yang memiliki nilai
ekonomis tinggi di pasar internasional seperti aspal di Pasarwajo dan Banabungi,
sedangkan di Muna eksploitasi hutan jati dilakukan pemerintah Hindia Belanda
untuk kepentingan ekonominya.

A. Ligtvoet, sekretaris pemerintah Belanda yang ditempatkan di Buton
menulis tentang sejarah Buton dengan menamakan wilayah ini dengan “het
Zuidoostelijk schiereiland van Celebes”.? Pada tahun 1903, Frits Sarasin menulis
Reise von der Mingkoka Bai nach Kendari Sudost Celebes. Selanjutnya, seorang

misionaris Belanda Albert C. Kruyt menyebut Sulawesi Tenggara dalam

“Leonard Y Andaya, The Heritage of Arung Palaka: A History of South Sulawesi (Celebes)
in the Seventeenth Century, Vol 91 Leiden: Verhandelingen van het KITLV, 1981; Susanto Zuhdi,
Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton (Jakarta: Depdikbud, 1996), him 63
—134.

®Susanto Zuhdi, Labu Wana Labu Rope, Sejarah Butun Abad XVII — XVIII", Disertasi,
(Jakarta: Program Pascasarjana Ul, 1999), him 25

®bid.

Kota Buton sendiri yang selama ini dikenal adalah yang berpusat di dalam Benteng,
dalam kompleks keraton.

8. Ligtvoet, Ibid., 1878, him 8.



tulisannya yang berjudul ‘Een en Ander over de Tolaki van Mekongga (Zuidoost
Celebes)” tahun 1922.° Beberapa catatan itu menjelaskan bahwa wilayah Buton
terletak di sebelah Tenggara pulau Sulawesi. Buton tergabung dengan daerah
lainnya yang masih dalam jazirah yang sama yakni, Kendari dan Muna.’® Sejak
saat itu Buton sudah dikenal sebagai suatu unit geografis secara historis.
Wilayah tersebut pada waktu itu hampir seluruhnya dikuasai oleh Kesultanan
Buton, kecuali Kolaka yang tergabung dalam Afdeling Luwu. Penguasa daerah
Buton berdasarkan catatan sejarah adalah Kerajaan Buton. Kerajaan Buton
(Kesultanan Buton) menguasai Sulawesi Tenggara hingga awal abad ke-20.
Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan paling dominan yang mewarnai
perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya sejak abad ke-14 sampai awal abad
ke-20. 2 Intitusi kesultanan Buton yang bertahan hingga awal abad XX telah
menjamin kelangsungan dan perubahan yang terjadi di dalam kota Buton.
Hanya saja kondisi pusat kota dan pemerintahan di dalam benteng tidak
berkembang seperti yang terjadi di luar benteng, yakni kota Bau-Bau yang jauh

lebih dinamis berkembang.

C. Perkembangan Politik di Kota Bau-bau 1945 - 1955

Pada awal kemerdekaan, status kota Bau-bau masih tetap sebagai
ibukota Swapraja Buton. Status itu masih merupakan warisan pemerintah Hindia
Belanda (tanggal 2 Agustus 1918-1942) dan pemerintah pendudukan Jepang
(1942-1945).13 Setelah kemerdekaan (1946-1949), status kota Bau-bau berubah
menjadi daerah neo-swapraja, sebagaimana tercantum dalam statuta Negara
Indonesia Timur (NIT). Statuta itu menyatakan bahwa semua daerah

onderafdeeling diubah statusnya menjadi neo-swapraja. Daerah-daerah yang

gAIbert, C. Kruyt, “Een en Ander over de Tolaki van Mekongga (Zuidoost Celebes)”,
dalam; TBG, 1922, him 427 — 470.

“Kolaka baru bergabung setelah Propinsi Sulawesi Tenggara terbentuk pada tahun 1964
dengan Ibukota Kendari. Sebelumnya l|bukota kabupaten Sulawesi Tenggara adalah Buton.
Hasan Aedy, Profil Kependudukan Sulawesi Tenggara (Jakarta: Kerjasama Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup dan Lembaga Demografi Ul, 1986), him 112.

“Buton semakin terkenal ketika penemuan Aspal di daearah itu. R. Broesma,
“Mededeelingen over het Eilanden van het Sultanaat Boeton”, dalam, Koloniaal Tijdschrift, 1930,
him 26-40.

12Beberapa kerajaan lain penah menguasai Buton seperti Ternate, Gowa, dan Belanda.
Hanya Belanda yang menguasai Buton dalam jangka waktu 36 tahun sejak tahun 1906-1942.

BKorte Verklaring tanggal 2 Agustus 1918.



menjadi bagian dari neo-swapraja itu adalah Buton (Bau-bau), Muna, Kendari,
dan Mekonga (sekarang: Kolaka) yang tergabung dalam wilayah federasi
Sulawesi Selatan.* Status itu masih bertahan hingga masa RIS tahun 1949-
1950.

Perubahan status kembali terjadi ketika Sulawesi Tenggara menyatakan
diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bau-bau
menjadi Ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Perubahan itu ditandai dengan
perubahan status dari neo-swapraja menjadi Daerah Sulawesi Tenggara dengan
ibukota Buton yang berpusat di kota Baubau.!® Pada tahun 1950-1960,
Sulawesi Tenggara dihadapkan pada tiga persoalan politik, yakni wilayah itu
menjadi pusat kekacauan sebagai rangkaian pemberontakan DI/TII yang
dipimpin oleh Kahar Muzzakar, pesta demokrasi (Pemilu I) 1955, dan konflik
penentuan ibukota propinsi Sulawesi Tenggara.'® Meskipun demikian, posisi kota
Bau-bau tetap menjadi pusat politik, ekonomi, dan pusat pemerintahan,
sekaligus menjadi ibukota kabupaten, artinya Bau-bau menjadi pusat kota.*’

Negara kesatuan Indonesia setelah diproklamasikan di Jakarta pada 17
Agustus 1945 mendapat tantangan berat, salah satunya adalah kemenangan
sekutu dalam perang pasifik (Perang Dunia Il). Tantangan pertama kemerdekaan
di Indonesia Timur datang dari NICA yang datang dari Australia mendarat di
Makassar pada 21 September 1945. NICA dipimpin oleh Brigadir Jenderal
Dougherty dan digantikan oleh Jenderal F.O.Chilton.*®

Pada tahun 1946 NICA' mendarat di Sulawesi Tenggara dengan
mendirikan kantor distribusi bagi pemenuhan pangan dan pakaian bagi
masyarakat. Aktivitas NICA ini mendapat respons positif dan keberadaan NICA

tidak mendapat perlawanan berarti dari penduduk yang pada periode ini dalam

“Ordonantie Indonesia no.143 1946

15Penjelasan mengenai berbagai perubahan politik yang muncul dari proses pembentukan
propinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada karya Said D, “Pembentukan Propinsi Sulawesi
Tengg%ra 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi” Tesis (Jakarta: PPS Ul), 1997
Said D, Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950 — 1978: Studi Konflik dan
Integrasi (Jakarta: Tesis Pascasarjana Ul, 1997)

YKota Bau-bau tidak bisa mempertahankan kedudukannya sebagai ibukota propinsi
Sulawesi Tenggara, ketika wilayah itu menjadi propinsi tersendiri pada tahun 1962. Hanya saja,
masih tetap menjadi ibukota Kabupaten Buton.

BANRI, Arsip Regering van Oost-Indonesie 1946-1950 (Ujung Pandang: ANRI Perwakilan
Sulawesi Selatan, 1987) him Vii.

NICA adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration.



semangat patrioisme mempertahankan kemerdekaan.?® NICA selanjutnya
melakukan perluasan keanggotaan swapraja Buton dari 4 orang pada masa
Jepang menjadi 8 orang. Selain itu, NICA juga mengeluarkan keanggotaan
swapraja Muna dari swapraja Buton.?

Politik NICA di bawah pimpinan van Mook telah melahirkan NIT dan RIS
yang ditetapkan dalam Konferensi Denpasar tanggal 7-24 Desember 1946.
Konferensi dihadiri oleh utusan dari Bali, Sulawesi Selatan dan Tenggara,
Maluku Selatan dan Tenggara, Sumbawa, Sulawesi Utara, Kep. Sangihe -Talaud,
Timor, dan Lombok.? Sebelumnya van Mook mengadakan Konferensi Malino
tanggal 16 — 25 Juli 1946 dan Konferensi Pangkal Pinang tanggal 1-12 Oktober
1946. Konferensi Malino diikuti oleh 15 daerah di Luar Jawa dan Sumatera.
Konferensi ini dihadiri juga oleh 39 utusan dan sejumlah penasehat. Wakil dari
Sulawesi Selatan Tenggara adalah Andi Pabentang (Raja kerajaan Bone), La
Ode Muh. Falihi (Sultan Buton), Nadjamuddin Daeang Malewa, dan Sonda
Daeng Mattajang.**

Bersamaan dengan pembentukan itu, beberapa negara juga dibentuk van
Mook seperti Negara Sumatera Timur dan Negara Madura pada tahun 1947.
Tujuan pembentukan negara itu adalah untuk memperlemah kedudukan negara
Kesatuan RI. Politik federalisme itu tetap dipertahankan di berbagai perundingan
sampai perundingan Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949.%4

Berakhirnya NIT dan RIS yang ditandai dengan integrasi wilayah NIT ke
dalam Negara Kesatuan RI membawa beberapa perubahan terjadi pada
penamaan wilayah, yakni afdeeling diganti dengan daerah, sehingga menjadi
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang dikepalai oleh seorang gubernur.
Perubahan lain yang terjadi adalah tugas controleur di bekas onderafdeeling

digantikan oleh Pamong Praja yang saat itu disebut dengan Kepala

®\M. Arsyad Talha, Kabupaten Sulawesi Tenggara (fase Perkembangan) ke Status
Propinsi (Kendari: Biro Hukum Pemda Tk. | Sultra, 1982), him 47.

ZSituasi itu sangat berlainan dengan beberapa daerah lain di Sulawesi. Sulawesi Selatan
dan beberapa Daerah di Sulawesi Tenggara mengadakan perlawanan yang sengit terhadap
kehadiran tentara NICA.

22Penetapan lahirnya NIT berdasarkan Staatsblad Hindia Belanda No. 143 tahun 1946.
#C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1981), him. 40.
#ANRI, loc. cit., him. Vii.



Pemerintahan Negeri (KPN). Onderafdeeling selanjutnya disebut dengan daerah
kawedanan (Buton dan Laiwui).

D. Tokoh-Tokoh Lokal dan Nuansa Pemilu 1955

Faktor politik sangat dominan mempengaruhi perkembangan dan
perluasan kota Bau-bau. Kota itu mengalami perkembangan berarti ketika masih
di bawah kontrol kekuasaan Hindia Belanda. Kota Bau-bau mengalami
kemunduran perkembangan dan pergeseran ketika kota itu diwarnai oleh
perubahan politik dan dikontrol kekuasaan yang kuat oleh pemerintah Indonesia.
Lemahnya control dan melemahnya kekuasaan sultan pada pascakemerdekaan
serta banyaknya konflk yang mewarnai dinamika internal kota telah
menghambat laju perkembangan fisik kota. Hanya saja di sisi lain, kota menjadi
lebih hidup dan suasana kota makin terasa dengan munculnya gairah demokrasi
dalam kota. Tokoh-tokoh lokal mulai muncul untuk mencoba merespons
perubahan situasi di dalam kota yang diwarnai oleh arus kebebasan termasuk
mempertanyakan kelangsungan dan pergantian kekuasaan untuk mengontrol
masyarakatnya pada tingkat lokal.

Status kota Bau-bau sebelum pemilu 1955 adalah sebagai ibukota
kabupaten Sulawesi Tenggara. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 34
tahun 1952. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kota adalah mengurus hal-hal
berikut:

a. Urusan umum (tata usaha) sendiri.

b. Urusan pemerintahan umum.

c. Urusan pertanian, perikanan, dan kehutanan

d. Urasan pengairan, jalan, dan jembatan

e. Urusan ekonomi dan lainnya seperti kehewanan,

f.  Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dan;
g. Urusan kesehatan masyarakat.

Partai politik yang tercatat dalam pemilu 1955 di Kabupaten Sulawesi
Tenggara adalah Masyumi, PNI, PSII, PSI, Parkindo, Partai Katholik, Partai
Kedaulatan Rakyat, Partai Buruh, dan Permai. Anggota dari beberapa partai

dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 1
Data Keanggotaan Parpol pada Pemilu 1955 di Bau-bau dan Muna

Nama Partai Jumlah Anggota Tahun Berdiri Ket
PSII 71 1946

Parkindo 50 1952

Partai Katholik 500 (Muna) -

PNI 50 1951

PSI 50 1951

Permai 190 1951

Masyumi - -

Partai Buruh 252 -

Sumber: M. Arsyad Talha, Kabupaten Sulawesi Tenggara ke Status Propinsi
(Kendari: Biro Hukum Pemda Tk. | Sultra, 1982), hal. 142.

Anggota partai politik kebanyakan dari pegawai negeri, pegawai daerah,
jawatan buruh, guru Sekolah Rakyat (SR), kepala distrik, dan kepala kampung.
Selain itu, ada juga yang berasal dari pejabat pemerintah daerah, termasuk
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang berjumlah 23
orang.®® Mereka tersekat dalam partainya masing-masing termasuk para
pegawai negeri dan para buruh perusahaan. Partai yang paling banyak
pengikutnya adalah Masyumi dan PNI. Partai itu diminati pemilih karena
tokohnya tidak ada yang buta huruf. Aktivitas pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali
yakni tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15
Desember untuk memilih anggota Konstituante.

Pembagian kursi di DPRDS harus berdasarkan peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 7 tahun 1952 jo. No.11 tahun 1953. Peraturan itu menetapkan bahwa
komposisi DPRDS Sulawesi Tenggara, 16 orang diantaranya akan diangkat dari
Parpol dan sisanya diangkat oleh pemerintah dan atas pertimbangan
pemerintah. Untuk melaksanakan amanat PP itu, tanggal 20 Oktober 1952
diadakan pertemuan Parpol di Raha dengan anggota Mr. Pabelu (Masyumi), Ch.
Pingak (PNI), A. Gani (PSlIl), La Ado (PSI), Toboeloe (Partai Buruh), Risamena
(Parkindo), dan Ambo Mase (PIR). Pertemuan itu dihadiri Gubernur Soediro dan
Bupati Sulawesi Tenggara. Hasil pertemuan itu menetapkan 6 kursi untuk
Masyumi, 5 kursi untuk PNI, dan PSIl, PSI, Partai Buruh, Parkindo, PIR
mendapat satu (1) kursi. Berikut tabel pembagian kursi DPRDS.

%pp no. 34 tahun 1952, pasal 3,



Tabel 2.

Komposisi Perolehan Kursi DPRDS Sulawesi Tenggara
No Nama Wakil Jumlah Kursi Nama Partai
1 La Ato
2 Andi Abdul Kadir
3 [ Ma’'mun 6 Masyumi
4 | Abd. Rahim
5 Muh. Ali Silondae
6 H. Abd. Razak
7 | Abd. Gani Masasan 1 PSill
8 La Ode Abd. Halim
9 La Madjoe
10 | Julius Rumamby 5 PNI
11 | F.H. Lenohingide
12 [ Ch. Pingak
13 | Machmud Bante 1 PIR
14 | MM. Risamane 1 Parkindo
15 | Toeboeloe 1 Partai Buruh
16 | La Ado 1 PSI

JUMLAH 16 -

Sumber: diolah dari Kep. Mendagri tanggal 17 April No. Des.2/5/49.

Anggota yang diangkat atas dasar pilihan dan pertimbangan pemerintah
untuk melengkapi jumlah 23 orang keanggotan DPRDS adalah La Ode Muh.
Shalihi, Nona Halipah, Ambo Masse, Abdul Wahab, Moezoeni, dan S. Joesoef.?®
Dengan penetapan itu nama-nama itu dan bedasarkan atas pertimbangan
wilayah kerja, maka ditetapkan pembagian kursi menurut wilayah. Pembagian itu
sebagai berikut: Bau-bau (Buton) 9 kursi, Muna, 6 kursi, Kendari 6 Kursi, dan
Kolaka 2 kursi. Sedangkan ketua DPRDS berdasarkan rapat pemilihan tahun
1953 dipilih ketuanya Ch. Pingak (PNI) dan wakilnya La Ato (Masyumi).

Jalannya sidang anggota DPRDS, agenda, dan hasil sidang dapat
dikatakan penuh dinamika. Ch. Pingak misalnya, langsung mengundurkan diri
sebagai ketua DPRDS pada sidang kedua pada 14 — 21 Juli 1953 dengan alasan
perhubungan sulit dan tempat tinggalnya jauh dari pusat kota Bau-bau, yakni di
Kolaka sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sidang
dilaksanakan di gedung sekolah Cina di kota Bau-bau. Penggantinya dipilih pada
tanggal 21 Juli 1953 dengan keputusan mengganti Ch. Pingak dengan La Ado.

®Anggota DPRDS yang diangkat itu berdasarkan SK Mendagri no.2/2/42 tanggal, 19
Februari 1953.
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Gedung sekolah Cina di kota Bau-bau sampai sekarang masih ada seperti foto
berikut ini.

Foto: Bekas Sekolah Tionghoa di Kota Bau-bau.

Sumber foto: Gedung sekolah Tionghoa, tampak belum mengalami perubahan

berarti dari sisi arsitekturnya. koleksi penulis, 2004.

Sidang juga dilakukan di gedung sekolah Tionghoa Kota Bau-bau pada
tanggal 20-23 Oktober 1953. Sidang menetapkan mengisi posisi wakil ketua dan
diganti dengan Ma’'mun (Masyumi) menduduki wakil ketua DPRDS. Selain itu,
disepakati peninjauan kembali peraturan tentang uang sidang, uang jalan, uang
menginap, dan uang representasi anggota DPD, ketua/wakil ketua, dan anggota
DPDS untuk disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri no. Des.
18/9/23 tanggal 13 Mei 1953. Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah untuk
tahun 1954 sebesar Rp.12.513.222.27

Sidang anggota DPRDS dilakukan dari satu kota ke kota lainnya. Pada
tanggal 18-23 Januari 1954 kota Kendari menjadi tempat sidang. Dalam sidang
itu hasil yang dicapai adalah menetapkan Abdul Rahim menjadi anggota DPD
menggantikan Kanggoasa yang tidak bersedia lagi karena alasan tempat kerja
dan tidak ada ijin sebagai wedana militer. DPRDS menetapkan Perda tentang
istirahat karena hamil, kerja dan pemberian uang lembur, pemberian istirahat
dalam negeri, pemungutan pajak anjing, daftar susunan dan kenaikan pangkat,
cara membuat dan mengundangkan peraturan-peraturan daerah, daftar

pernyataan kecakapan pegawai, pensiunan pegawai daerah, pemberian uang

Z'M. Arsyad Talha 1982, op. cit., him 156 — 157.
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duka kepada janda dan ahli waris pegawai yang tewas dalam menjalankan
tugas, pengangkatan pegawai daerah tetap, dan pemberian uang pensiun
kepada janda dan tunjangan anak yatim pegawai sipil.?®

Usulan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah pada sidang itu
antara lain: meminta didirikan asrama polisi yang permanen untuk kepolisian
negara di Bau-bau dan Raha, perbaikan status kepala distrik agar kedudukannya
sama dengan mantri polisi muda, perbaikan nasib kepala kampung di seluruh
Sulawesi Tenggara, sekolah rakyat dan Lanjutan diperbanyak, menempatkan
tenaga dokter pemerintah di setiap rumah sakit, memperbanyak poliklinik pada
setiap rumah sakit, pembayaran pensiun jangan diperlambat, perumahan rakyat
harus mendapat perhatian dan segera diadakan Cabang Jawatan Perumahan
rakyat di Sulawesi Tenggara, dan tidak menyetujui status bekas daerah
onderafdeling sama dengan daerah setingkat kecamatan.?

Pada tanggal 26-31 Juli 1954 sidang selanjutnya diadakan di gedung
sekolah Tionghoa Raha. Agenda sidang antara lain menbahas tentang
penetapan dan pembagian daerah berdasarkan kawedanan, pembagian
kabupaten, dan penentuan status swapraja agar segera dihapuskan oleh
pemerintah pusat. Sidang DPRDS tanggal 18-26 Oktober 1954 membahas
tentang keputusan penghapusan dan reaksi Swapraja Buton. Reaksi Swapraja
Buton sangat keras menolak dan tidak mempercayai lagi anggota DPRDS.
Meskipun demikian, aktivitas DPRDS terus berjalan melakukan sidang hingga
tahun 1956. Agenda yang dibahas antara lain: (1) permintaan asrama pelajar di
Makassar, (2) memperjuangkan anggaran belanja tahun 1955, (3)
mengusahakan pinjaman uang dari pemerintah pusat untuk kepentingan
kesehatan masyarakat dan pendidikan, dan (3) rencana penambahan
pendapatan daerah dari sektor pajak dan pendirian pasar, dll.*

Salah satu tokoh yang tercatat namanya dalam sejarah politik dan memori
masyarakat kota Buton khususnya pada pemilu 1955 adalah La Ode Hadi.
Tokoh ini populer karena mencalonkan diri atas nama pribadi dan didukung oleh
masyarakat Sulawesi Tenggara. Perolehan suaranya dalam pemilu 1955 sangat

28Arsip Daerah Kendari, Catatan hasil sidang DPRDS tahun 1954. di Kendari.
29\ ;i
Ibid.

¥selengkapnya dapat dibaca dalam Notulen rapat DPRDS tersimpan di arsip Makassar.
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signifikan sejumlah 33.269 suara3! La Ode Hadi pada masa itu berdasarkan
sumber wawancara yang dilakukan penulis menggambarkan bahwa La Ode Hadi
merupakan sosok yang cukup disegani dan dikenal banyak orang khususnya di
ibukota kabupaten Sulawesi Tenggara (Buton).

La Ode Hadi banyak dipilih dan didukung oleh masyarakat Buton, bukan
karena ia putra Sultan Buton (La Ode Muh. Falihi), tetapi karena kepribadiannya
yang baik dan ramah. la juga seorang yang pandai. Meskipun demikian La Ode
Hadi tidak menjadi Bupati Sulawesi Tenggara karena berbagai persoalan politik
di daerah itu. J. Wajong menjadi Gubernur yang mempersiapkan pemilihan
Gubernur Sulawesi Tenggara sejak 1958,% seiring dengan makin menguatnya
daerah-daerah yang ingin melepaskan diri (Sulawesi Selatan Tenggara).

Sebagai gambaran, pada tahun 1958 orang Moronene yang masih
tergabung dalam Afdeling Luwu mengusulkan kepada pemerintah kabupaten
Sulawesi Tenggara untuk bergabung dengan propinsi Sulawesi Tenggara. Usul
ini baru terealisasi pada tanggal 5 Mei tahun 1960 yang ditandai dengan
pemilihan anggota Dewan yang duduk dalam Dewan Tingkat Il Mekongga.®3

Suasana kota menjelang pemilu 1955 seperti yang dituturkan oleh La
Mane, bekas jaksa dan bonto keraton Buton tidak seperti di kota-kota lain. Di
Kota Bau-bau, kampanye dilakukan hanya menyebarkan selebaran dan tidak
ada berkampanye di ruang terbuka seperti sekarang. Kampanye umumnya
terjadi dari mulut ke mulut. Yang paling banyak pengikutnya adalah partai PNI
dan partai Masyumi.** Hal ini juga didukung oleh data hasil perolehan suara
pada pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan Tenggara3® Salah satu tokoh lokal
yang dikenal informan adalah La Ode Hadi dan selebihnya adalah orang-orang
keraton, seperti sultan La Ode Falihi dan La Ode Manarfa.

Tokoh politik yang datang ke Buton (saat itu ibukota Kabupaten Sulawesi
Tenggara) ada yang dari Makassar. Tokoh-tokoh dari daerah itu datang

*'Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Jakarta: KPG, 1999), him. 93 dan
102.

*\Wawancara dengan La Mane, tanggal 25 Juni 2005, Mantan Jaksa di Bau-bau Buton.

®Surat Ketua Dewan Pleno Persiapan Darah Tingkat Il Mekongga No. 001/D.P./ 59,
Agenda No. 74/810/59, tanggal 12 Mei 1959. Koleksi Arsip Daerah Kendari.

¥wawancara dengan La Mane tanggal 25 Juni 2005 di Buton. Lihat juga Herbert Feith,
1999, op.cit., him. 93 dan 102.

®\bid.
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khususnya yang berasal dari kaum agama. Sepengetahuan informan, tidak ada
tokoh nasional yang datang ke Buton, kecuali di Masa NIT setelah kemerdekaan
yakni Menteri Pengajaran PJM Katoppo dan Ny. Tjokorde Gde Rake Soekowati,
presiden NIT dan didampingi oleh sultan La Ode Muh. Falihi.

Jika tokoh-tokoh lokal yang saat ini ada dan yang masih bertahan hingga
1960 diyakini berasal dari tokoh lokal yang ada sebelumnya, maka di Buton
masih banyak nama tokohtokoh itu pascapemilu 1955. Diantara nama-nama itu
adalah dari kelompok militer dan partai. Dari militer dapat kita menemukan nama
Edi Sabara, Abdullah SilondaE dan sebagainya. Dari kalangan partai antara lain
nama Haji Surabaya dari PNI, La ode Muhamad Taoha dari PNI, Abdul Hamid
Husen dari PSII, B. Lakawa, B.A, dari Parkindo, Abdul Rahim dari PKI, Andreas
Awang Ham dari partai Katholik, La Ode Madu dari Golongan Karya Tani, dan
masih banyak lainnya yang berasal dari perwakilan golongan. Nama-nama yang
tersebut di atas sebagian menggambarkan bahwa sebagian dari tokoh-tokoh
yang ada berasal dari Sulawesi Selatan, Utara, dan Tenggara serta berbagai
daerah di Indonesia. Peran yang dimainkan dalam birokrasi pemerintahan di
daerah itu hanya tercatat dalam riwayat hidup dan sebagai anggota DPRDS
Sulawesi Tenggara yang saat itu berkedudukan di Kota Bau-bau

Tokoh masyarakat lain yang juga bertugas dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari proses historis kota Bau-bau berasal dari Jawa, Ambon, dan
Minahasa yang dapat teridentifikasi dari apa yang dikenal oleh masyarakat Buton
sebagai kuburan Belanda yang berlokasi di tanah Abang Bau-bau. Kuburan itu
masih sangat nampak dari nisan yang tertulis di makam. Letak makam ini
bersebelahan dengan makam orang-orang Cina di daerah itu.*

Realisasi pemekaran Sulawesi Tenggara menjadi daerah otonom ternyata
membawa persoalan baru dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini terjadi karena
sumber daya manusia yang berasal dari Sulawesi Tenggara sendiri tidak siap,

sehingga posisi penting dalam birokrasi pada level kabupaten banyak diisi oleh

®Rekaman beberapa kuburan Belanda dan Cina serta orang-orang Jawa dan Menado ada
pada penulis. Rekaman diambil ketika penulis melakukan kunjungan lapangan di daerah itu pada
Juni 2005. Hasil identifikasi melalui kuburan beberapa etnis yang dimakamkan di kota Bau-bau
dapat dilihat tanggal lahir yang tertera pada makam.
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orang-orang berpendidikan yang berasal dari Makassar, sehingga kondisi itu
menimbulkan ketegangan antara pendatang dan penduduk asli.’

Berbagai persoalan yang dihadapi daerah diantaranya sulitnya birokrasi
dan lemahnya koordinasi sebagai dampak dari fasilitas komunikasi yang tidak
memadai antara pusat (Makassar) dan daerah Buton telah mendorong
penguatan tuntutan otonomi. Sulawesi Tenggara yang pada tahun 1950-an
berpusat di Bau-bau mendorong dibentuknya propinsi Sulawesi Timur. Pada
tanggal 17 Pebruari 1957 telah dilaksanakan Musyawarah di Makassar yang
terdiri dari pemuda daerah itu yakni dari (Bawbau) Buton, Banggai, Luwuk,
Bungku, Mori, Kolaka, dan Muna yang bertempat di ruang belajar SMEP atau di
JI. Bawakaraeng no. 39 Makassar untuk membentuk Badan penuntut bagi
perjuangan terbentuknya Daerah Tingkat | Sulawesi Timur lengkap dengan
anggotanya yang terdiri dari pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi Timur
dan diketuai oleh Nitung dari Luwuk. Kesepakatan yang dicapai dalam
musyawarah itu antara lain adalah memberikan mandat kepada badan pengurus
untuk menyampaikan tuntutan pembentukan propinsi Sulawesi Timur baik
secara tertulis maupun dengan jalan perundingan. *®

Pada tahun 1960, ketika penentuan ibukota propinsi Sulawesi Tenggara
tarik menarik kepentingan antara tokoh masyarakat lokal sangat terasa.
Pemerintahan swapraja Buton yang berkedudukan di kota Bau-bau seperti
selama ini) merasa berhak menjadi ibukota, ternyata kalah dalam pemilihan.
Keseluruhan suara yang ikut dalam pemilihan ketika penentuan ibukota propinsi
adalah Buton (27 suara), Raha (15 suara), Kendari (15 suara) dan Kolaka (15
suara). Dengan komposisi itu, Buton (27) melawan 45 suara yang dimiliki
Kendari karena Kendari, Kolaka dan Raha bergabung menjadi satu. Muna pada

awalnya diprediksi memihak dan ikut mendukung delegasi Buton, akan tetapi

%Beberapa literatur mengatakan bahwa orangorang Bugis-Makassarlah yang
mendominasi tenaga birokrasi di Sulawesi Tenggara (Buton). Terminologi Bugis Makassar
menurut Edwar. L. Polinggomang adalah ciptaan kolonial untuk melemahkan kekuatan etnis itu.
Mereka sebenarnya berasal dari satu etnis yang sama, tetapi sengaja dibedakan agar mereka
saling bermusuhan. Materi diskusi pada lokakarya Kurikulum Berbasis Kopentensi di Surabaya
yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Unair tanggal 13 — 17 Juli 2005.

®¥DPRD Sul. Tenggara, Documenta DPRD Sulawesi Tenggara (Kendari: DPRD, 1977),
him. 35. lihat juga Said D, Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950 — 1978: Studi Konflik
dan Integrasi (Jakarta: Tesis Pascasarjana Ul, 1997), him74-79.
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kenyataannya lain, sehingga Kendari ditetapkan sebagai ibukota Propinsi
Sulawesi Tenggara.®®

Satu catatan penting menyoroti perjuangan bersama mengenai
pembentukan Sulawesi Timur dan Sulawesi Tenggara adalah ketika gagalnya
Sulawesi Timur menjadi kabupaten sendiri. Hal ini terjadi karena Kolaka menarik
dukungannnya bagi pembentukan Sulawesi Timur. Malahan Kolaka
memperjuangkan dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari kekuasaan Luwu.
Kenyataan ini disinyalir sebagai konsekuensi dari banyaknya orang-orang
Makassar yang menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintahan di
seluruh Sulawesi Tenggara.

Realitas konflik lain adalah dapat dilihat pada pemberian nama jalan.
Kalau dibeberapa daerah di Indonesia seperti di Surabaya tidak ada |jl.
Turnojoyo, maka di kota Bau-bau tidak ada nama jalan J. Wajong, padahal d
Kendari dan Buton, beberapa nama jalan adalah nama Gubernur Sulawesi
Tenggara seperti jl. Edi Sabara, Abdullah SilondaE dan lainnya sangat jelas
dipakai di dalam kota Bau-bau. Jalan letter Buton juga dipakai. Jalan ini
berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan adalah karena di jalan ini
terdapat tulisan “Boeton”, letter = tulisan, dan Boeton = nama Buton. Letak jalan
ini adalah tepat di depan kompleks perumahan Belanda di kota itu.

Nama jalan Wajong hanya dapat ditemukan di Kendari. Oleh karera itu
sagat jelas kita dapat menggambarkan bahwa realitas konflik politik hampir sama
dengan Surabaya dan Madura di mana di satu tempat dianggap sebagai orang
berjasa tetapi di tempat lain dianggap sebagai penghianat yang tidak boleh hadir
sebagai sebuah realitas yang tidak diterima oleh masyarakat kota Bau-bau ketika
pemerintah kota itu tidak mampu mempertahankan posisi historisnya sebagai
pusat jaringan dan kekuasan setelah kemerdekaan.*® Padahal J. Wajong pada
saat itu dalam menjalankan roda pemerintahan Sulawesi Tenggara dilakukan di
kota Bau-bau.

Kondisi ini sedikit mempengaruhi perkembangan kota Bau-bau dari segi
infrastruktur. Hanya saja dari sisi ekonomi maritim, kota Bau-bau mengalami

®DPRD Kendari, 1977, op. cit,, him. 32-33. lihat juga notulen Rapat DPRD Kendari, 1977,
koleksi Arsip Daerah.

“ppPRD Kendari, 1977, op.cit.; Monografi Sulawesi Tenggara, 1977.
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perkembangan yang tidak tergantikan di daerah itu. Buton menjadi salah satu
kabupaten dan tidak menjadi core kekuasaan pemerintahan sebagaimana peran
yang dimainkan sebelum tahun 1960. Akan tetapi perkembang kotanya Baubau
masih didukung oleh sektor perdagangan dan pelayaran antarpulau atau dalam

sejarah dinamakan dengan sektor ekonomi maritim.

E. Kelangsungan dan Perubahan:
Infrastruktur dan Ekonomi Kota Bau-bau sampai 1960-an

Ketika perspektif poskolonial yang berusaha menghilangkan simbol
penjajah sejak kemerdekaan atau lebih tepatnya sejak masa pergerakan
nasional dan berlangsung hingga masa orde lama sampai orde baru
dihembuskan, ternyata yang terjadi di Buton dapat dikatakan hanya setengah
hati. Warisan bangunan yang memiliki arsitektur kolonial seperti yang terjadi
pada sebagian besar kota besar di Indonesia masih dipertahankan seperti
halnya di kota Baubau. Kemampuan keuangan daerah dan pemerintah untuk
menyediakan bangunan baru menjadi salah satu alasan mengapa fasilitas
perkantoran, pergudangan, rumah sakit, perumahan, kantor militer sampai kantor
lurah masih menggunakan gedung warisan kolonial.**

Kelangsungan dan perubahan yang terjadi di kota Bau-bau pada tahun
1945 sampai 1960 dapat dilihat pada tiga aspek yaitu politik, ekonomi, dan
perluasan wilayah kota. Sisi politik dalam kota dibahas tersendiri dalam
kaitannya dengan pemilu 1955 di Buton.

Pada bagian ini dibahas mengenai ekonomi dan perluasan wilayah kota.
Perkembangan ekonomi sebagaimana diketahui menarik berbagai kepentingan
untuk diperebutkan. Posisi strategis kota Bau-bau yang dikelilingi oleh suku
perantau (pelayar) dan pedagang yang berasal dari Buton dan Makassar adalah
realitas lain yang mendukung perkembangan kota. Aspek migrasi, kebutuhan
tempat tinggal dalam kota serta pertukaran barang dan jasa yang terjadi di dalam
kota menjadikan kota Bau-bau cepat berkembang. Suku Makassar dan orang-
orang Buton bertemu di kota Bau-bau khususnya di pasar. Pemukiman mereka

“ Sebagai komparasi dapat kita lihat di sebagian gedung yang digunakan untuk kantor
militer di sekitar Wonokromo Surabaya dan beberapa kantor kepolisian. Hasil pengamatan
lapangan di Surabaya dan Buton.
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tersebar di kota itu, di antaranya adalah di kampung Bone, Wajo, Wolio, Tomba,
dan Makassar.

Permukiman itu tidak jauh dari pasar kota Bau-bau yang saat ini dikenal
dengan jembatan Batu. Pasar ini adalah pasar pertama yang ada di kota Bau
bau yang dianggap ramai. Pasar permanen ini dibangun sejak jaman Hindia
Belanda dan bangunan permanen dari pasar itu sekarang menjadi gedung Bank
Negara Indonesi 46 (BNI 46) cabang Bau-bau.” Beberapa bangunan yang
masih terlihat arsitektur kolonialnya yang dulu dijadikan sebagai tempat
pengelolaan administrasi pasar masih terlihat ciri khasnya. Gedung itu
diantaranya saat ini dijadikan sebagai kantor lurah Wale. Beberapa bangunan
milik pejabat Hindia Belanda yang tersebar di sepanjang pantai kota Bau-bau
digunakan untuk perumahan, pertokoan, kantor pos, kantor para pensiunan
veteran, kantor polisi, kantor ASDP departemen perhubungan, dan pergudangan
beberapa toko milik Tionghoa di kota Bau-bau.

Infrastruktur kota lain masih dapat disaksikan adalah perumahan milik
Belanda dan sekolah Cina yang memiliki arsitektur kolonial. Kompleks
perumahan ini diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah kota Bau-bau.
Beberapa perumahan dijadikan sebagai rumah Dinas Bupati dan sebagian
lainnya untuk perumahan para birokrat pemerintah kota Buton termasuk rumah
sekertaris daerah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diketahui
bahwa perumahan yang dimiliki pemerintah kota Bau-bau adalah warisan dari
pemerintah Belanda. Perumahan itu pada masa Jepang juga sebagian
digunakan untuk pejabat pemerintah Jepang dan barak militer Jepang.®

Pada tahun 1920an, pemerintah Hindia Belanda mendirikan berbagai
fasilitas kota seperti pergudangan, rumah sakit umum, rumah sakit lepra,
sekolah, dan penjara di kota Bau-bau. Selain sekolah Cina yang bangunannya
sekarang dijadikan sebagai kantor penyetoran pajak dinas pendapatan daerah
kota Bau-bau, sekolah lainnya juga didirikan. Hanya saja sebagian sudah

direnovasi seperti kasus sekolah dasar yang terletak di sekitar gereja yang

“\Wwawancara dengan La Ampe tanggal 27 Juni 2005 di Bau-bau. Wawancara ini hanya
lisan karena informan tidak mau menggunakan tape rekaman. Kebenaran informasi ini diperkuat
oleh mantan jaksa dan bekas Bonto, pegawai keraton Buton yang saya wawancarai di Buton
pada tanggal 25 Juli 2005.

“Wwawancara dengan Hasinuda tanggal 25 Juni 2005 di Baadia Buton.
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bersimbol ayam jago dan betina. Gereja ini dulu dikenal oleh masyarakat
setempat dengan gereja ayam-ayam karena simbolnya bukan salib seperti
gereja yang selama ini dikenal. **

Wilayah selatan kota Bau-bau, sama sekali tidak berkembang karena
merupakan tanah rawa yang sangat sulit untuk dibuat perumahan penduduk.
Tanah ini menurut informasi dari La Mane ditawarkan oleh sultan kepada siapa
saja yang mau mendirikan rumah di atas tanah itu akan diberikan secara cuma-
cuma.*® Pemilikan tanah secara formal di Buton adalah milik sultan. Dampak dari
kebijakan itu adalah heterogenitas penduduk yang mendiami lokasi tanah ini.
Ketika ruang kota ini belum dihuni, maka rumah pe nduduk menyebar di sekitar
bukit yang dekat dengan lokasi perkuburan Cina dan Belanda. Lokasi tengah
kota agak kosong karena kondisi tanahnya. Penduduk yang menghuni ruang
kota ini sebagian besar dari Bone, tana Toraja, Kabaena, dan dari Makassar.
Mereka s ebagian besar adalah para pedagang di kota Baw-bau *

Informasi lain mengenai latar belakang kebijakan atas ruang kota ini
adalah masyarakat tidak mau mendirikan rumah karena takut terserang penyakit
malaria. Penduduk yang tinggal di sekitar tanah ini banyak yang meninggal
karena sakit malaria.*’ Data lapangan memperlihatkan bahwa wilayah yang tidak
disukai penduduk kota Bau-bau disebabkan oleh faktor tanahnya yang sangat
lembek dan penuh air pada saat musim hujan serta mengalami retak yang besar
pada musim kemarau. Kondisi itu menjadikan warga takut untuk menghuni lokasi
tanah di sebelah selatan kota Bau-bau itu.

D.1. Perkebunan Kelapa

Penulis memulai pembahasan ini dengan melihat kelangsungan ekonomi
kota Bau-bau dari sektor perkebunan. Sektor ini pada pembahasan sebelumnya
tidak secara rinci mengungkap konsesi yang dikuasai oleh pengusaha Hindia

Belanda. Konsesi di kawedanan Buton yang mendukung perkembangan aktivitas

44 . . . .
Data sementara berdasarkan wawancara diketahui bahwa kemungkinan pemakaian
lambang salib tidak diperbolehkan oleh sultan Buton. Tanah dari gereja ini merupakan pemberian
sultan pada tahun 1930an.Wawancara dengan La Ode Huda tanggal 28 juni 2005 di Bau-bau.

®La Mane, wawancara tanggal 25 Juni 2005 di Buton. Lihat juga; PIM Schoorl,
Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton (Jakarta: Djambatan, 2003), him. 7.

“®Informasi ini diperoleh dari data lapangan yang penulis lakukan pada Juni 2005.
47 [t
Ibid.
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ekonomi kota Bau-bau adalah perkebunan kelapa sebagai penghasil kopra.
Perkebunan kelapa Tampunabale disema oleh R. Hoekings dengan rincian
konsesi Perkebunan Tampunabale | dikelola atas ijin tahun 1913 seluas 500 ha
selama 75 tahun. Itu berarti tahun 1988 baru selesai. Perkebunan Tampunabale
Il dikelola atas ijin tahun 1914 seluas 700 ha perkebunan kelapa, sehingga akan
berakhir pada tahun 1989. Pada Perkebunan Tampunabale Il yang dikelola atas
ijin tahun tahun 1926 oleh pengusaha yang sama seluas 10 ha, seharusnya baru
beraskhir pada tahun 2001.

Di Tobea terdapat perkebunan kelapa yang dikelola atas ijin tahun 1911
selama 75 tahun atas nama J. Stephons. Tidak diketahui berapa luas areal
perkebunan ini. Pada masa pemberontakan DI/TIl perkebunan ini menjadi
sumber ekonomi penting mendukung pemberontakan. Mereka mengolahnya
menjadi kopra untuk kemudian diekspor secara ilegal ke Singapura dan Davao
(Filipina). Hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli senjata.*®

Sebagai penghasil kopra, Buton membutuhkan fasilitas yang bisa
mendukung dan menunjang kelangsungan produksi. Perusahaan yang membeli
hasil kopra dari Buton adalah N.V Serdid dan N.V. Pole & Co. Cabang Bau-bau
dengan pusat Makassar. Perusahaan lokal di Bau-bau yang membeli dan
memasarakan kopra adalah CV. Kubik dan CV. Apik. Perusahaan itulah yang
menampung hasil kopra Buton dan sekitarnya di Bau-bau.

Pada tahun 1950, yayasan kopra didirikan di Bau-bau. Yayasan itu
menampung kopra yang dihasilkan oleh perkebunan di wilayah Sulawesi tengah
dan Maluku. Kopra yang paling banyak dihasilkan di daerah Banggai dan Luwuk.
Kopra itu selanjutnya di ekspor ke Makassar dan Jawa untuk memenuhi

kebutuhan industri minyak goreng di Surabaya.49

D.2. Hutan jati

Hasil hutan dapat dikatakan sama dengan masa pemerintahan Hindia
Belanda yakni rotan, damar, dan kayu, khususnyakayu jati di Muna. Kayu jati
dikelola oleh perusahaan kayu Vejahoma (Verenigde Jawa Hout Maatschapij).

Pada masa Jepang hutan jati dimuna dikelola oleh perusahaan Jepang bernama

M. Arsyad Talha 1982, op. cit., him 57-58.
“* Ibid. him 80.
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Buton Sangio Kabushiki Kaisha (BSKK). Perusahaan itu merupakan anak
perusahaan Jepang Mitsibu Sangio Kabushiki Kaisa.

Hutan jati Muna mencapai luas 82.426 hektar (ha). Sebanyak 79.612 ha di
antaranya ditanam secara teratur dan dikelola secara intensif sejak tahun 1911.
Berikut tabel penanaman hutan jati di Muna sejak 1911-1950 sebagai berikut.

Tabel 3
Penanaman Hutan Jati di Muna sejak 1911-1950

Tahun Luas Areal Jati yang ditanam Keterangan
1911-1920 2.500 hektar
1921-1930 675,22 hektar
1931-1940 1.847,43 hektar
1941-1950 817,34 hektar

Jumlah 5.839.99 hektar

Sumber: diolah dari M. Arsyad Talha 1982, op. cit., hal. 64.

Perusahaan pengelola kayu sudah ada satu buah dengan kapasitas
produksi 1.850 M3 kayu jati gergaji dengan jenis reng, kasau, papan. Hasil
produksi yang lain perusahaan itu adalah 700.000 lembar sirap setiap tahunnya.
Perusahaan kayu itu didukung oleh peralatan berupa mesin Budha ddengan
kekuatan 70 pk. Jenis mesinnya adalah Giroelsaw yang digunakan untuk

pembuatan sirap.>®

D.3. Perikanan Laut dan Darat

Perikanan di kota Buton dapat dibagi menjadi dua yaitu perikanan laut dan
darat. Masyarakat kota Bau-bau memperoleh ikan laut dari para nelayan Bone-
Bone, pulau Makassar, Tolandona, Bungi, Guu, lowudowu, Moko, Kadolo, dan
waruruma. Nelayan itu sebagai pemasok utama ikan basah ke pasar di kota
Bau-bau. Produksi ikan di Bau-bau mencapai berkisar antara 500.000 — 700.000
kg/tahun dengan harga sekitar Rp.1.000.000 — Rp.1.500.000.

Untuk meningkatkan produksi ikan, pemerintah kota Bau-bau pada tahun
1953 mencoba menggunakan kapal bermotor. Kapal motor itu bernama MANIPA
yang didatangkan dari Makassar. Penangkapan ikan jenis cakalang
dilaksanakan pada bulan Juli-September 1953. para nelayan yang memakai

kapal motor itu bisa menghasilkan 6.000ekor ikan dengan harga 5 Rupiah

* M. Arsyad Talha 1982, op.cit., him. 67.
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sampai 12 Rupiah/ekor.®® Jenis ikan lainnya adalah ikan kering yang
didatangkan dari kepulauan tukang besi. Ikan ini banyak diproduksi oleh suku
Bajo. lIkan kering dikonsumsi oleh masyarakat suku pedalaman di beberapa
daerah di Sulawesi Selatan. Sebagian besar diperdagangkan antar pulau, seperti
ke Bone, Bonthain, dan Sinjai. Perikanan Darat diketahui baru dikelola pada

tahun 1958 oleh La Ode Abdul Ganiu, warga Baubau di empang seluas 6 ha.*?

D.4. Mutiara

Buton sejak masa VOC, Kolonial Belanda, masa Jepang, dan
Kemerdekaan terkenal sebagai penghasil mutiara. Perusahaan pengelola
mutiara di Buton adalah Pearl Ltd. Dengan hasil 20—40 kg mutiara/tahun. Pada
tahun 1920 produksi mutiara dunia sebanyak 1.400 kg. Hal itu berarti bahwa
Buton memasok 1,4% sampai 2,8 % kebutuhan mutiara dunia. Mutiara yang
diproduksi di Buton dipasarkan ke Jepang, Paris dan New York.>

Produksi mutiara Buton mengalami peningkatan pada tahun 1937 dan
mengalami fluktuasi hingga tahun 1939. pada tahun 1937, produksi mutiara
Buton mencapai 16.731 biji. Hasil produksi itu kembali turun ke posisi 678 biji
pada tahun 1938. pada tahun 1939. produksi kembali meningkat menjadi 1.804
biji mutiara. Pada tahun 1940, tidak ada data karena berhubungan dengan
adanya perang pasifik.>*

Pada tahun 1950 terdapat data yang mengatakan bahwa sebuah
perusahaan Amerika Serikat bernama Pearl Syndicate ingin mengembangkan
mutiara di Buton. Perusaaan itu mengusulkan jika disetujui pemerintah
Indonesia akan memberikan penghasilannya minimal 10 % dari hasil penjualan,
dan minimal membayar US $ 50.000/tahun kepada pemerintah Indonesia setelah
2 tahun beroperasi. Selain itu, perusahaan akan mendidik tanaga ahli Indonesia

dan menyerahkannya kepada Indonesia.>®

*!Jika dijumlah hasil tangkapan itu menghasilkan uang sebesar Rp.3.000—Rp.62.000 sekali
melaut, Jika dihitung nelayan itu melaut selama 20 hari dalm sebulan, mereka mendapat uang
Rp.60.000-1.240.000/bulan meskipun itu baru penghasilan kotor.

52Arsip Dinas Perikanan Darat, koleksi Arsip di Anri Makassar.
=M. Arsyad Talha 1982, op. cit., him 72-73.
* M. Arsyad Talha 1982, ibid.

*Tidak ditemukan data selanjutnya apakah perusahaan itu dikabulkan atau tidak. Oleh
karena itu masih menuntut penelitian lebih lanjut.
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D. 5. Industri.

Sektor industri yang berkembang setelah kemerdekaan tidak banyak
berubah dari masa sebelumnya, yakni industri kecil rumah tangga dan
pembuatan perahu tradisional. Selain itu, ada industri pembuatan parang,
gerabah, pemintalan benang, pembuatan sarung, pembuatan perak, pembuatan
minyak kelapa, pembuatan periuk kuningan, dan pembuatan gula merah.

Pada tahun 1948, industri perahu layar dikelola oleh sebuah perusahaan
yakni PT. Stichting Scheepvaart Buton yang berkedudukan di Baubau.
Perusahaan itu mengkhususkan diri pada produksi perahu kecil. Pada tahun
1949, industri ini berhenti karena ada perselisihan internal antar para pejabat
perusahaan. Kelanjutan dari industri ini tidak diketahui secara pasti.

Listrik di kota Bawbau sudah ada sejak tahun 1920 an. Selain untuk
penerangan masyarakat dan kota, listrik juga dimanfaatkan untuk menjalankan
gergaji kayu. Pabrik es yang memanfaatkan listrik pemerintah swapraja juga
beroperasi pada tahun 1950an. Perusahaan listrik di Bau-bau ditangani oleh
perusahaan listrik Buton.

Industri aspal Buton di bawah perusahaan PT. BUTAS mempekerjakan
200 tenaga kerja. Produksi aspal pada tahun 1954 sebanyak 2.500 ton/bulan
atau 30.000 ton/tahun. Harga aspal pada tahun 1953 sebesar Rp.280/ton.
Mengenai daerah distribusi atau pemasaran aspal terdiri dari beberapa daerah di
Indonesia, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Beberapa Daerah Pemasaran Aspal Buton tahun 1954

No. | Daerah Pemesan Pemesan Jumlah (ton)
1 Makassar Dinas PU 500
2 Gorontalo Dinas PU 100
3 Menado Dinas PU 500
4 Jawa Barat Dinas PU 4.600
5 Cirebon Dinas PU 5000

Sumber : diolah dari M. Arsyad Talha, 1982; 82-83.

Data di atas menunjukan bahwa sebagian besar aspal untuk kebutuhan
jalan di Indonesia memakai aspal Buton. Hanya saja data yang tersedia terutama
mengenai daerah-daerah pemakai aspal Buton tidak lengkap.
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Industri nikel Pomalaa di Kendari mulai dikelola sejak tahun 1939.%
Perusahaan yang mengelola nikel itu bernama N.V. Oost Borneo Mijnbouw
dengan mempekerjakan 6.000 tenaga buruh. Perusahaan itu tekah mengekspor
nikel ke Jerman pada tahun 1939 sebanyak 12,500 ton. Pada tahun 1940
perusahaan itu kembali mengapalkan 60.000 ton biji nikel ke daerah tujuan
Jerman. Tahun 1940 kembali mengekspor 50.288 ton.

Pada masa Jepang, nikel di Pomalaa dikelola oleh perusahaan Jepang
bernama Sumitomo Kabushiki Koisha dengan mempekerjakan 10.000 tenaga
kerja paksa (romusha) yang didatangkan dari berbagai wilayah di Sulawesi dan
sekitarnya. Hasil produksi nikel selama dikelola oleh perusahaan itu diekspor ke
Jepang. Rincian hasil produksi nikel di Pomalaa terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Hasil Produksi Nikel di Pomalaa 1942 - 1945

Tahun Jumlah Nikel Diekspor (ton) Jenis Hasil Produksi
1942 27.812

1943 77.532

1944 58.462 Nikel Jenis Mette
1945 3.558

JUMLAH 167.364

Sumber: dikutip dan diolah dari M. Arsyad Talha 1982, 84.

Nikel jenis Mette diproduksi oleh Jepang dengan pertimbangan bisa
dimuat dalam pesawat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pada periode
itu adalah suasana perang dan kapal Jepang yang memuat nikel pernah
tenggelam di laut karena diserang tantara sekutu pada perang pasifik/Perang

Dunia Il.

D.6. Sarana Komunikasi dan Transportasi: Darat, Laut, dan Udara.

Di Kota Baubau, sarana komunikasi yang tersedia sejak masa
pemerintahan Hindia Belanda adalah telepon dan kantor pos. Pada masa
kemerdekaan, baru ada kantor telegram. Telepon dibangun pada tahun 1920an
dan digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda di Kota Bau-bau. Telepon ini

juga menghubungkan antara Kota Bauwbau dengan Perusahaan aspal di

*®Industri Nikel dimasukan sebagai sumber ekonomi kota Bau-bau karena Kendari pada
periode itu masih tergabung Afdeeling Buton en Laiwui dan Kabupaten Sulawesi Tenggara
dengan ibukota Bau-bau (Buton).
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pasarwajo. Pada masa Jepang, telepon menghubungkan kota Bau-bau dengan
kota Kendari dan Raha. Pad atahun 1955, fasilitas telepon dirusak oleh pasukan
DI/TII di jalur Pasarwajo dan Muna— Kendari.

Kantor pos yang melayani suratmenyurat yang paling besar terdapat di
kota Bau-bau. Kantor pos ini mengoperasikan kapal ke Kepualauan Tukang Besi
untuk kepentingan pengiriman suratsurat. Sedangkan daerah dalam kota
dilayani dengan sarana transportasi sepeda dan jalan kaki.

Sarana transportasi darat yang ada di kota Bau-bau sampai tahun 1960an
masih sangat terbatas. Masyarakat kota dan desa menggunakan tenaga hewan,
gerobak, sepeda, dan sebagainya. Mobil hanya dimiliki oleh beberapa
perusahaan dan pejabat kerajaan dan pemerintah daerah swapraja. Di kota Bau
bau terdapat mobil milik sultan Muh. Falihi, milik asisten residen Brugman, milik
contreleur Caudri, dan mobil ZIP milik pimpinan KNIL. Meskipun demikian, di
kota Bau-bau sudah ada mobil penumpang melayani rute kota Bau-bau—
Pasarwajo P.P. milik swasta dan pemerintah kota. Mobil truk beberapa saja milik
perusahaan aspal (sic.).>’

Transportasi laut bagi masyarakat kota Bau-bau dan masyarakat
Buton pada umumnya bukan hal yang asing karena mereka lebih mudah melalui
laut daripada melalui jalan darat. Sarana transporasi laut yang digunakan adalah
sampan, jarangka, perahu boot (bermesin) milik swasta dan pemerintah. Perahu
layar yang dimiliki masyarakat Buton adalah jenis palari, pinisi, lambo, jarangka,
dan sebagainya. Pemerintah swapraja Buton pernah memiliki kapal KM Duata,
KM Wakatobi, KM Daun yang digunakan untuk patroli. KM Duatan tenggelam
karena diserang tentara Jepang. Kapal lain yang juga tercatat sebagai kapal
milik pemerintah Bau-bau adalah SS. Boeton dan SS. Janwille. Perahu bisa
memuat puluhan ton kopra, cengkeh, pala, dan teripang. Perahu inilah yang
sering digunakan untuk kepentingan pelayaran dan perdagangan antarpulau,
khususnya ke Jawa, Maluku hingga Filipina dan Singapura.

Transportasi udara pada masa Jepang dibuka di Kendari, Munda dan
Kolaka untuk kepentingan mobilisasi tentara dan suplai makanan bagi tantara

Jepang. Pekerjanya diambil sebagai tenaga romusha. Lapangan udara di Bau

*Wawancara dengan La Mane, tanggal 25 Juni 2003 di Badia. Juga, Wawancara dengan
Hasinuda pada tanggal yang sama.



25

bau dibangun sejak jaman Belanda. Pada Masa Jepang dan RI lapangan udara
ini digunakan untuk melayani penerbangan Bau-bau Makassar dengan waktu
tempuh 1,5 jam. Fungsi yang sama juga sama dengan bandara di Kendari yang

pada periode 1950-1960an sebagai bandara Militer.

D.7. Koperasi dan Bank

Koperasi di kota Bau-bau berjumlah 53 buah pada tahun 1954. Pendirian
koperasi diperuntukan bagi unit departemen atau kepentingan para anggotanya.
Berikut ini beberapa koperasi di kota Bau-bau. Rincian koperasi itu adalah
koperasi Kredit Sejahtera Pegawai, koperasi Pegawai Pertanian, koperasi
Konsumsi Polisi, koperasi Urusan Agama, dan; koperasi Konsumsi Pegawai
Kejaksaan Baubau.

Untuk aktivitas perbankan di Bau-bau tidak banyak yang diketahui. Data
kecil ditemukan bahwa bank pertama kali dibuka di kota Baubau adalah Bank
Rakyat Sulawesi pada tahun 1954. mengenai aktivitas dan nasabah bank
tersebut tidak diketahui.

Arti penting dari aktivitas ekonomi dan sosial yang berlangsung di kota
Bau-bau disajikan semata-mata untuk melihat sisi lain dari aktivitas kota yang
dalam historiografi Indonesia, periode itu yang menonjol adalah politik. Uraian
tentang sosial ekonomi kota meskipun dalam suasana politik yang panas di
tingkat nasional dan lokal, ternyata aktivitas ekonomi tidak diabaikan baik oleh

masyarakat kota maupun swasta dan negara dalam bidang industri,

telekomunikasi, dan perdagangan.

Kesimpulan.

Beberapa catatan penting dalam tulisan ini adalah pertama; sisi politik
disajikan disertai dengan uraian tentang beberapa perubahan dan perebutan
“kekuasaan” untuk menguasai kota hadir sebagai bagian dalam memahami
nuansa politik yang terjadi di Kota Bau-bau secara utuh.

Kedua, nuansa politik yang terjadi di tingkat nasional juga terasa pada
tingkat lokal, khususnya di Kota Bau-bau yang secara administratif telah lama
menjadi ibukota dan pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda, Jepang,

dan Indonesia. Berbagai perubahan dalam kota telah terjadi di dalam periode itu,
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di antaranya dalam tulisan ini ditemukan dominannya faktor politik dalam
menghambat dan mendorong perkembangan kota. Faktor politik telah
menyumbangkan perubahan yang terjadi pada manusia, tata ruang, dan
kekuasaan. Tokoh-tokoh politik dari daerah lainpun berkuasa di kota Buton,
sehingga ruang kota terisi bersamaan dengan makin heterogennya penduduk
kota serta adanya para pendatang dari Makassar yang terdiri dari berbagai etnis.

Ketiga, perkembangan kota Bau-Bau ketika tidak berhasil memposisikan
diri sebagai center of network dalam arti politik, tidak menjadikan kota ini
terbelakang dalam center of network pada bidang lain seperti ekonomi, sosial,
dan budaya. Ramainya pasar di kota itu dan masih berfungsinya kota Bau-Bau
sebagai kota pelabuhan utama yang memiliki jaringan maritim yang luas di
Sulawesi Tenggara mendorong kota ini terus berkembang seperti kota-kota
lainnya di Indonesia. Sebagai gambaran, kota ini tidak mati seperti kota
Singaraja ketika Bali memilih ibukotanya Denpasar. Orang Makassar pada
periode tahun 1950an sampai 1960 masih datang berdagang ke Bauwbau, dan
budaya yang berkembang di kota itu (Bau-bau) masih tetap bertahan, walaupun
sudah mengalami berbagai pergeseran karena adaptasi dengan perubahan yang

menyertai perkembangan kotanya.
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